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Kasus yang dibahas adalah tentang pembatalan hibah dimana obyek hibah
berupa tanah. Pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah warisan kemudian dijuzd -
kepada pihak lain sesuai dengan Akta Jual Beli No.51 tertanggal 29 Desember 1993
yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT. Dengan Surat Kuasa Penuh No.52
tertanggal 29 Desember 1993 dan tertuang dalam Putusan Pengadilan
No.20/Pdt/G/1995/PN.Btl. oleh pembeli sebagian dari obyek sengketa itu dihibahkan
kepada Pemerintah Desa sehingga tanah tersebut menjadi Tanah Kas Desa kemudian
sisanya dikembalikan kepada pihak ahli waris tetapi oleh pembeli tanah tersebut
dipecah menjadi dua bagian dan pembeli melakukan perbuatan hukum dengan pihak-
pihak lain atas tanah tersebut. Karena merasa keberatan kemudian para ahli waris
(selaku penjual) menggugat pembeli melalui Pengadilan Negen Bantul, dimenangkan
oleh Tenggugat sampai pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan
Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Jakarta.

Selanjutnya obyek hibah menjadi Tanah Kas Desa karena obyek terscbut
diberikan kepada Pemerintah Desa. Dalam Surat Keputusan Gubemnur Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 82 tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan,
Perubahan Peruntukkan, Sewa Menyewa Tanah Kasa Desa sebagai tindaklanjut dari
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan
dan Pengembangan Tanah Kas Desa, bahwa pengadaan Tanah Kas Desa dapat
dilakukan dengan:

1. Memanfaatkan Tanah Negara, Tanah Ulayat, dan Jain sejenisnya;

2. Pembelian;

3. Hibair atau penyerahan oleh sescorang/masyarakat atau perusahaan-

perusahaan kepada Pemerintah Desa;

4. Cara-cara lamn yang sah.
Dalam hibah tidak dikenal adanya ganti rugi. Tetapi dalam hal ini, karena tanah hibah
tersebut menjadi Tanah Kas Desa maka apabila dimohonkan pelepasan haknya pihak
yang berhak menjadi pemohon adalah instansi pemerintah, Badan Usaha Milik
Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Swasta bukan perorangan, sesuai dengan Pasal 6
ayat (2) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 82
tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukkan, Sewa Menyewa
Tanah Kasa Desa.
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